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1. Intruksi Penyusunan / Preparation Instructions | %4 it 60

1.1 Entitas Yang Melaporkan / Reporting Entity / %% %] £14&

PT Westrong Metal Industry (WMI), selanjutnya dalam laporan ini disebut
sebagai “Westrong Metal,” “Perusahaan,” atau “kami” untuk memudahkan
referensi dan keterbacaan.

PT Westrong Metal Industry (WMI), hereinafter referred to in this report as
“Westrong Metal,” ‘“the Company,” or ‘“we”’ for ease of reference and
readability.
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1.2 Ruang Lingkup Pelaporan / Reporting Scope / %% 3% Bl

Laporan ini mencakup proses uji tuntas Perusahaan dalam rantai pasokan nikel,
termasuk pembentukan sistem manajemen uji tuntas, identifikasi dan penilaian
risiko, pencegahan dan mitigasi risiko, penilaian pihak ketiga independen, dan
pelaporan. Informasi dan data yang relevan terutama mencakup aktivitas uji
tuntas rantai pasokan Perusahaan yang dilakukan antara tanggal 1 Mei 2025
hingga 30 April 2026.

This report covers the Company’s due diligence processes in the nickel supply
chain, including the establishment of the due diligence management system, risk
identification and assessment, risk prevention and mitigation, independent

third-party assessment, and reporting. The relevant information and data mainly



encompass the Company’s supply chain due diligence activities carried out
between May 1, 2025 to April 30, 2026.
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1.3 Dasar Penyusunan / Basis of Preparation / &% #| 1K #&

Laporan ini disusun sesuai dengan pedoman dan kerangka kerja berikut:
Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung
Jawab dari Wilayah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (Edisi
Ketiga), Proses Jaminan Mineral Yang Bertanggung Jawab (RMAP) dari
Inisiatif Mineral Yang Bertanggung Jawab (RMI), dan Kerangka Kerja
Pelaporan Prinsip Panduan PBB.

The report is prepared in accordance with the following guidelines and
frameworks: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Third Edition),
Responsible Minerals Initiative (RMI) Responsible Minerals Assurance Process
(RMAP) and UN Guiding Principles Reporting Framework.
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1.4 Frekuensi Pelaporan / Reporting Frequency | X % J& #i

Laporan Kemajuan Uji Tuntas Rantai Pasokan Perusahaan dipublikasikan setiap
tahun dan dapat diakses publik oleh para pemangku kepentingan. Laporan akan
diperbarui secara berkala, dan kami menyambut masukan dan saran dari seluruh
pihak terkait upaya uji tuntas rantai pasokan kami.

The Company’s Supply Chain Due Diligence Progress Report is published
annually and is publicly accessible to stakeholders. The report will be updated
periodically, and we sincerely welcome feedback and suggestions from all
parties regarding our supply chain due diligence efforts.
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2. Tentang Kami / About Us | % T &A1

Nama PT Westrong Metal Industry

Company Name PT Westrong Metal Industry

UNEIE a4 B T A RAF

Alamat Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah
Company Address  Indonesia Weda Bay Industrial Park, Central Halmahera
/B oAt NGk N TV EKX, o Rl

RMAP CID %% CID005242

RMAP CID No. CID005242

Periode Penilaian
Terakhir

Last Assessment Period ~ 2024/05/01-2025/04/30
TR w A

Tautan

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%2

Report Link OReports/PT.%20Westrong%20Public%20Report.pdf

W&

Gambaran Umum Perusahaan / Company Overview / /X & & /™

PT Westrong Metal Industry merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan
secara patut pada tahun 2021 berdasarkan hukum Republik Indonesia dan
bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel. WMI merupakan salah satu

dari portofolio bisnis nikel Harum Energy yang dipegang melalui Tanito Harum

Nickel (THN).



PT Westrong Metal Industry is a limited liability company duly established in
2021 under the laws of the Republic of Indonesia and is engaged in the nickel
processing and refining business. WMI constitutes one of Harum Energy's nickel
business portfolio held through Tanito Harum Nickel (THN).

Zale BT RRA B KT 2021 £, REEMTHERT R, $ETH
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i# 1t H F /) 8 Tanito Harum Nickel (THN) %R #FH .

WMi memiliki dan mengoperasikan suatu pabrik peleburan nikel yang berlokasi
di Kawasan Industri Weda Bay, Indonesia, Provinsi Maluku Utara, yang terdiri
dari 4 jalur tungku listrik putar beserta infrastruktur pendukung dan fasilitas
converter untuk memproduksi nickel matte berkadar tinggi. WMI telah memulai
produksi komersial sejak awal tahun 2024.

WMI owns and operates a nickel smelter located in the Indonesia Weda Bay
Industrial Park, North Maluku Province, consisting of 4 rotary kiln electric
furnace lines including supporting infrastructure and converter facilities to

produce high-grade nickel-matte. WMl started commercial production since
early 2024.
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Periode Pelaporan 1 Mei 2025 - 30 April 2026
Reporting Period May 1, 2025 - April 30, 2026
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3. Praktik Manajemen Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab
| Responsible Supply Chain Management Practices | £ 57 85 R

REELR

Bab ini memberikan suatu gambaran singkat mengenai praktik manajemen
rantai pasokan yang bertanggung jawab yang diterapkan oleh PT Westrong
Metal Industry selama periode pelaporan (1 Mei 2025 — 30 April 2026). Isinya
mencakup kerangka kerja uji tuntas lima langkah untuk tanggung jawab rantai
pasokan mineral.

This chapter provides a concise overview of the responsible supply chain
management practices implemented by PT Westrong Metal Industry during the
reporting period (May 1, 2025 - April 30, 2026). The content encompasses the
five-step due diligence framework for mineral supply chain responsibility.
AFEA G &R TIVA RS EAREFH (2025 65 A 1 H-2026 4 4
A30 BH) TR ER T ERELE TN EERR, NEGHET =4
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3.1 Langkah 1 Membangun suatu Sistem Manajemen Uji Tuntas / Step 1
Establish a Due Diligence Management System / 3 — B IR REHE
(L

3.1.1 Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan /Supply Chain Due Diligence
Policy / HEp R FTEEK K

Sesuai dengan persyaratan praktis uji tuntas rantai pasokan, WMI telah
menetapkan suatu sistem uji tuntas rantai pasokan. Perusahaan telah
merumuskan dan menerapkan dokumen-dokumen uji tuntas termasuk:
Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan Nikel, Kode Etik Pemasok, dan
Mekanisme Pengaduan Uji Tuntas Rantai Pasokan.

In accordance with the practical requirements of supply chain due diligence,
WMI has established a supply chain due diligence system. The Company has
formulated and implemented due diligence documents including: Nickel Supply
Chain Due Diligence Policy, Supplier Code of Conduct and Supply Chain Due
Diligence Grievance Mechanism.

e NERTEENLINTE, GtleBE LT MR TEENKER,
wl R MEZ RS (RENERTEERR) (HEBETAHEMN) (f#
MR ER T RNFD & R7TEE XM,

D1 antara kebijakan-kebijakan tersebut, Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan
Nikel telah dirilis secara publik. Kebijakan ini sepenuhnya sesuai dengan

Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung



Jawab dari Wilayah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (Edisi Ketiga)
("Pedoman OECD"). Kebijakan ini mencakup seluruh risiko yang diidentifikasi
dalam Lampiran II Pedoman OECD dan berlaku secara global. Perusahaan
berkomitmen untuk segera mengatasi setiap risiko Lampiran II setelah
diidentifikasi. Kebijakan ini telah ditinjau dan disetujui oleh manajemen senior,
yang berkomitmen untuk mendukung penerapannya. Kebijakan ini telah tersebar
luas kepada para pemangku kepentingan yang relevan (para pemasok, pelanggan,
karyawan, dll.) dan tersedia di situs web Perusahaan.

Chttps://www.harumenergy.com/other-information )

Among these, the Nickel Supply Chain Due Diligence Policy has been publicly
released. This policy fully complies with the OECD Due Diligence Guidance for
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk
Areas (Third Edition) ("OECD Guidance"). The policy covers all risks identified
in Annex Il of the OECD Guidance and applies globally. The Company commits
to immediately addressing any Annex Il risks upon identification. This policy
has been reviewed and approved by senior management, who are committed to
supporting its implementation. The policy has been widely disseminated to
relevant stakeholders (suppliers, customers, employees, etc.) and is available on
the Company website.
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Perusahaan akan secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan uji
tuntasnya sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam operasional bisnis,
rantai pasokan, persyaratan kebijakan pemerintah setempat, dan hubungan bisnis
lainnya.

The Company will periodically review and update its due diligence policies in
response to changes in business operations, supply chains, local government
policy requirements and other business relationships.
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3.1.2 Komite Uji Tuntas Rantai Pasokan / Supply Chain Due Diligence
Committee | N ERTEEER &

WMI telah membentuk suatu kerangka kerja uji tuntas rantai pasokan internal
melalui pembentukan suatu Komite Uji Tuntas Rantai Pasokan, yang terdiri dari
seorang Ketua dan Para Anggota Komite. Komite ini bertanggung jawab untuk
menyetujui, mengawasi penerapan, melakukan tinjauan berkala, dan

mengesahkan revisi terhadap Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan Nikel
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Perusahaan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Komite secara teratur
memantau dan mengevaluasi kinerja departemen yang relevan dalam memenuhi
kewajiban uji tuntas rantai pasokan mereka untuk memastikan peningkatan
berkelanjutan dari sistem manajemen uji tuntas. Di bawah pengawasan komite,
suatu Kantor Bersama Uji Tuntas telah dibentuk dengan perwakilan dari
departemen yang relevan untuk memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi dalam
mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja uji tuntas rantai pasokan
Perusahaan sekaligus memperkuat kemampuan uji tuntas organisasi secara
keseluruhan.

WMI has established an internal supply chain due diligence framework through
the formation of a Supply Chain Due Diligence Committee, which is composed
of a Chairperson and Committee Members. This committee is responsible for
approving, overseeing the implementation of, conducting periodic reviews of,
and authorizing revisions to the Company's Nickel Supply Chain Due Diligence
Policy and its supporting documents. It regularly monitors and evaluates the
performance of relevant departments in fulfilling their supply chain due
diligence obligations to ensure continuous improvement of the due diligence
management system. Under the committee's supervision, a Due Diligence Joint
Office has been established with representation from relevant departments to
facilitate cross-functional collaboration in developing and enhancing the
Company's supply chain due diligence framework while strengthening the

organization's overall due diligence capabilities.
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3.1.3 Sistem Pengendalian dan Transparansi Rantai Pasokan / Supply
Chain Control and Transparency System / Ht hl 85 3= F| FnZ H E R 5

Perusahaan telah menetapkan suatu sistem pengendalian dan ketertelusuran
material internal yang dirancang untuk mengidentifikasi peserta dalam rantai
pasokan mineral, termasuk informasi asal, rute transportasi, dan pengungkapan
pembayaran pajak sesuai dengan hukum dan peraturan negara tuan rumabh.
Seluruh bahan baku saat ini bersumber secara eksklusif dari Indonesia. Selama
pengembangan sistem pengendalian dan transparansi ini, Perusahaan melakukan
tinjauan tanda peringatan. Setelah mengidentifikasi setiap keadaan pemicu,
sistem tersebut menjalani penyempurnaan lebih lanjut dengan peningkatan
langkah-langkah ketertelusuran rantai pasokan yang diterapkan sesuai dengan
rekomendasi pedoman.

The Company has established an internal material control and traceability

system designed to identify participants within the mineral supply chain,
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including origin information, transportation routes, and tax payment disclosures
in compliance with host country laws and regulations. All current raw materials
are sourced exclusively from Indonesia. During the development of this control
and transparency system, the Company conducts red flag reviews. Upon
identification of any triggering circumstances, the system undergoes further
refinement with enhanced supply chain traceability measures implemented in
accordance with guideline recommendations.
NERIANFH/ERGERR TG, RAELT FHREEFH SR,
REMEE. EREBEEANER, RIZRATEEEEENNEREKFHAT
MECENKESFRELS. RAHBANESLTRETHERTL, A&
FHRmEHAERZNIREY, RATRETETHFE, —EXIAMRET
FEHENL, rEct— P RERNBERTEAERAR, HFHREFE
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Selain itu, Perusahaan sangat mementingkan transparansi dalam rantai pasokan
mineral hulu dan mendukung prinsip-prinsip Inisiatif Transparansi Industri
Ekstraktif (EITI). Perusahaan telah memasukkan dukungan untuk EITI ke dalam
Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan Nikel dan telah mengkomunikasikan
konsep dan harapan dari EITI kepada para pemasok melalui pelatithan dan
komunikasi tertulis. Perusahaan juga telah mengirimkan surel kepada para
pemasoknya untuk menanyakan status pengungkapan terkait EITI mereka dan

untuk mendorong dukungan mereka terhadap upaya transparansi. Pada saat yang
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sama, Perusahaan telah meninjau status pengungkapan EITI dari perusahaan
pertambangan hulu melalui sumber yang tersedia untuk umum.

Furthermore, the Company attaches great importance to transparency in the
upstream mineral supply chain and supports the principles of the Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI). The Company has incorporated
support for EITI into Nickel Supply Chain Due Diligence Policy and has
communicated the concept and expectations of EITI to suppliers through
training and written communications. The Company has also sent emails to its
suppliers to inquire about their ElTI-related disclosure status and to encourage
their support for transparency efforts. At the same time, the Company has
reviewed the EITI disclosure status of upstream mining companies through
publicly available sources.

WOk, B T BB L g P ok bk B, S e bR 98 b & BA Z 18 U(EITD
RN, FENANE (RENERAREERR) &, HETHENFEZ
RETEBEFAAENLFEL BITI WE AR E, N T mHE <N E
RIXHSLE, A H EITI HEFR, FUE R REE EITI HXEHE
T, FlAf, NaElw@BRRNITFREN Eipg L4 wy EITIEZEFAH#TE

o

Pada tanggal penyusunan laporan ini, Perusahaan telah mengidentifikasi
pengungkapan terkait EITI yang tersedia untuk umum dari tahun-tahun

sebelumnya untuk perusahaan pertambangan hulu tertentu. Untuk
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perusahaan-perusahaan yang tidak ditemukan pengungkapan yang relevan,
Perusahaan melakukan verifikasi tambahan melalui pertanyaan tertulis dan
menyimpan tanggapan mereka. Sebagai suatu langkah pengendalian transparansi
tambahan, untuk masing-masing tahap bijih nikel yang diterima, Perusahaan
mengumpulkan dan menyimpan dokumen pendukung yang diserahkan oleh
pemasok yang membuktikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut disimpan sebagai bagian dari
langkah-langkah transparansi rantai pasokan dan pengendalian dokumen
Perusahaan.

At the time of preparation of this report, the latest publicly available Indonesia
EITI report covered the 2021 reporting year, and we have identified relevant
EITI disclosure records from previous years for some of the upstream mining
companies. Suppliers have responded positively to WMI’s requests. As a
supplementary transparency control measure, for each batch of nickel ore
received, the Company collects and retains proof of payment of Indonesian
non-tax state revenue (PNBP) submitted by suppliers, as part of its supply chain
transparency and document control measures.

T AR Sl B, 2 8] PR BB 8T B B EITI A TPz £ 2021 i
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15



(PNBP) AR 8O ER, 3400 fF f 64 0 5 98 B o 4
—HAFUGH,

Tabel 1: Informasi Ketelusuran Rantai Pasokan
Table 1: Supply Chain Traceability Information

1. Bt sk e 5 R

1. Negara/wilayah asal mineral
Country/region of mineral origin
JER R IR E X

2. Nama dan alamat para peserta hulu, termasuk: lokasi pertambangan,
pedagang lokal, gudang, pasar perdagangan, pabrik peleburan, eksportir,
dan pedagang internasional.
Names and addresses of upstream participants, including: mining sites, local
traders, warehouses, trading markets, smelters, exporters, and international
traders
trs 5N LT, RET R, YHHZH. &, XZTH. BE
[ HeE., BERRE 2B

3.  Rute dan metode transportasi
Transportation routes and methods
ey § PR W

4. Nama dan jenis mineral/logam
Names and types of minerals/metals
TR RNE Ra AR,

5. Informasi kepemilikan (termasuk kepemilikan secara manfaat) dari
pemasok langsung dan entitas hulu lainnya yang diketahui
Ownership information (including beneficial ownership) of direct suppliers
and other known upstream entities
KEEERNBRAME D LESCYHITERER (RELEHEER) ;

6. Pajak, biaya, atau royalti yang dibayarkan kepada pemerintah untuk
penambangan, perdagangan, transportasi, atau ekspor mineral
Taxes, fees, or royalties paid to governments for mineral mining, trading,
transportation, or export

AT FEIRR. . B, B O RBRXMHHE. R SRERERE;
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7. Pembayaran lain yang dilakukan kepada pejabat pemerintah untuk
penambangan, perdagangan, transportasi, atau ekspor mineral
Any other payments made to government officials for mineral mining, trading,
transportation, or export
AF TR, B, B4, WO EBRE R XA 0EME AR

8. Seluruh pajak dan pembayaran lain yang dilakukan kepada pasukan
keamanan publik/swasta atau kelompok lain di seluruh rantai pasokan sejak
dimulainya penambangan
All taxes and any other payments made to public/private security forces or
other groups throughout the supply chain since mining commencement

BF I RIT s, FEGE N8 R TR 0 WA RABAZE WA E A X
i B BT 3k e AT K

9. Kepemilikan eksportir (termasuk kepemilikan manfaat) dan struktur
perusahaan, termasuk nama-nama pejabat dan direktur Perusahaan, afiliasi
mereka dengan entitas pemerintah atau militer
Exporter's ownership (including beneficial ownership) and corporate structure,
including names of Company officers and directors, their affiliations with
government or military entities
HOBWAAR (REXZAAR) FAREN, BRARNEEARMESE
Wks, UAREEBRRENNREXR;

10. Lokasi tambang, volume produksi, tanggal, dan metode ekstraksi (misalnya,
penambangan artisanal/skala kecil atau penambangan skala besar)
Mine locations, production volumes, dates, and extraction methods (e.g.,
artisanal/small-scale mining or large-scale mining)

F, FRE. BHFRFRFTR (FlnF IRe  MEXRT RAAERT) ;
11. Lokasi perdagangan, peleburan, dan ekspor mineral
Locations of mineral trading, smelting, and export

TR Bk, HOHR;
12. Dokumentasi ekspor/impor dari pelebur dan pedagang
Export/import documentation from smelters and traders

BXR)T. R BB o et b Ot
3.1.4 Memperkuat Kolaborasi Pemasok / Strengthening Supplier

Collaboration | 7585 Bt 5 % W A1

Perusahaan mendorong terjalinnya hubungan kerja sama jangka panjang dan
stabil dengan pemasok melalui penerapan mekanisme komunikasi yang teratur.
Pendekatan ini meningkatkan kesadaran para pemasok mengenai praktik
pengadaan yang bertanggung jawab dan memajukan pengembangan suatu rantai

pasokan yang bertanggung jawab.
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The Company promotes the establishment of long-term, stable cooperative
relationships with suppliers by implementing regular communication
mechanisms. This approach enhances suppliers' awareness of responsible
sourcing practices and advances the development of a responsible supply chain.
NEAREBEHEBFEIKIARTWEIEXRR, BXH5HNE T SHHEAN
#l, REHELBHRETAREXMWER, #hRTERMLENER.

Kami telah mengintegrasikan persyaratan uji tuntas ke dalam Kode Etik
Pemasok kami dan secara resmi mengkomunikasikan Kebijakan Uji Tuntas
Rantai Pasokan Nikel dan Kode Etik Para Pemasok kepada pemasok Tingkat 1.
Para pemasok ini harus menegaskan kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang
selaras dengan Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan Nikel kami. Sebelum
melakukan kerja sama, seluruh pemasok disyaratkan untuk mengisi kuesioner
"Kenali Pemasok Anda (KYS)", yang memungkinkan verifikasi asal material
dan penilaian ketertelusuran. Uji tuntas telah dimasukkan sebagai persyaratan
kepatuhan bagi para pemasok, sehingga memperkuat pengaruh kami atas praktik
mereka. Meskipun saat ini tidak ada pemasok yang menimbulkan tanda
peringatan, jika ada yang teridentifikasi di masa depan, Perusahaan akan
menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang lebih ketat, termasuk penilaian di
lokasi/di lapangan untuk memverifikasi status risiko pemasok.

We have integrated due diligence requirements into our Supplier Code of

Conduct and formally communicated both our Nickel Supply Chain Due
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Diligence Policy and Supplier Code of Conduct to Tier 1 suppliers. These
suppliers shall confirm their compliance with policies aligned with our Nickel
Supply Chain Due Diligence Policy. Prior to engagement, all suppliers are
required to complete a "Know Your Supplier (KYS)" questionnaire, enabling
verification of material origins and traceability assessments. Due diligence has
been incorporated as a compliance requirement for suppliers, thereby
strengthening our influence over their practices. While no suppliers currently
trigger red flags, should any be identified in the future, the Company will
implement enhanced due diligence measures, including on-site/on-the-ground
assessments to verify the risk status of the suppliers.
NEBRFREBNERMANGERFTAREN, B FENEHFLT AEAR
HHER T EERRRE BN BT AHEN, HARNAETERNEIRR K
B Bk B BT O o N Bl 7 A R R0 A B R R BT AR (T AR B BE R BT (KYSD)
WER, BERERMWRBEFAHTENITSE, SRATEF N IELF AN
oK, LUB it Egk N BBy 7] . B E RROR R B R B T BB A
B, EERR—ERANMAETCGIWNHELET, NEFXRBURARE
B, JrRSEHIFM, #hIAAE KGR B XU R I

Melalui saluran komunikasi yang berkelanjutan dan program pelatihan daring
yang komprehensif, kami berkolaborasi dengan pemasok untuk mengidentifikasi,

mencegah, dan mengurangi risiko rantai pasokan. Upaya bersama ini
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mendukung komitmen bersama kami untuk membangun suatu rantai pasokan
pengadaan yang bertanggung jawab.

Through ongoing communication channels and comprehensive on-line training
programs, we collaborate with suppliers to identify, prevent, and mitigate
supply chain risks. This joint effort supports our shared commitment to building
a responsible sourcing supply chain.

NE B HEFABRR. TRELATENFLMEA, SHNE X
BA N e AT RA| T AR, 3 FIAGE 5 5TE R G 6k Ry 4k

3.1.5 Mekanisme Pengaduan / Grievance Mechanism / % VFH

Perusahaan secara penuh menghormati kekhawatiran para pemangku
kepentingannya dan mengakui pentingnya membangun saluran komunikasi
dengan mereka. Untuk segera mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko
dalam rantai pasokan yang dapat berkontribusi pada konflik atau pelanggaran
hak asasi manusia, dan untuk memastikan komunikasi yang lancar antara
Perusahaan dan pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, Perusahaan
telah menetapkan mekanisme pengaduan dan merumuskan suatu Mekanisme
Pengaduan Uji Tuntas Rantai Pasokan yang terperinci.

The Company fully respects the concerns of its stakeholders and recognizes the
importance of establishing communication channels with them. In order to
promptly identify and address potential risks in the supply chain that may

contribute to conflict or human rights abuses, and to ensure smooth
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communication between the Company and its internal and external stakeholders,
the Company has established a grievance mechanism and formulated a detailed
Supply Chain Due Diligence Grievance Mechanism.

NEA RS EENEERFTNIK, HRBMEEZTHRBRENEEZRE, A

TRERAMAEGEN BITRETFENIRKTFRIARNREFNE, REA

SNERA s A8 K 77 5 AN B B A, N E ST FORALE SRR R T FR
B (B EER FTE B IFNAD o

Mekanisme pengaduan berfungsi sebagai saluran penting bagi para pemangku
kepentingan untuk menyampaikan harapan dan kekhawatiran mereka, sekaligus
merupakan komponen penting dari sistem manajemen uji tuntas kami. Seluruh
pihak yang relevan dapat mengajukan pengaduan yang sah melalui mekanisme
ini. Kami menjamin bahwa seluruh pengaduan yang diterima akan diproses,
diselidiki, ditanggapi, dan diarsipkan dengan independensi, ketidakberpihakan,
dan objektivitas yang ketat dalam seluruh keadaan. Informasi pengaduan akan
digunakan sebagai masukan untuk identifikasi dan penilaian risiko, dan akan
memicu uji tuntas yang lebih ketat jika diperlukan.

The grievance mechanism serves as a vital channel for stakeholders to voice
expectations and concerns, while also constituting an essential component of
our due diligence management system. All relevant parties may submit
legitimate grievances through this mechanism. We guarantee that all received

grievances will be processed, investigated, responded to, and archived with
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strict independence, impartiality, and objectivity under all circumstances.
Grievance information will be used as an input for risk identification and
assessment, and will trigger enhanced due diligence where necessary.

HIFEALE A WA A X TR E T KA E SRk RE, FRNbOER
TRFEBERRNI RGN EEH RIS FrA RT3 # L FFLE
MR RBAEEFK. EEAMELT, A8HFIEUAMEL. 2AE. EUH
R ERHEFARATAE, HE, BEMEM, #iFELBIENR
AR A 5N, AELER B BRUATAE.

Saluran pengaduan telah diungkapkan secara publik di situs web resmi
Perusahaan untuk referensi para pemangku kepentingan. Hingga tanggal
penyelesaian laporan ini, belum ada pengaduan yang diterima.

The grievance channel has been publicly disclosed on the Company’s official
website for stakeholder reference. As of the report completion date, no
grievances have been received.

FRERCELEEN LS, SMEXFTIEE., BEREZKE, AFH
R UCE] # IR,

3.1.6 Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas / Awareness and Capacity

Building / BRFu e H A
Perusahaan secara rutin menyelenggarakan pelatthan manajemen uji tuntas

untuk rantai pasokan mineral, mengundang pelatih internal atau ahli eksternal
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untuk memberikan pelatihan mengenai sistem manajemen uji tuntas. Sesi
pelatihan khusus mengenai uji tuntas rantai pasokan, manajemen risiko, dan
topik terkait diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan manajemen uji
tuntas rantai pasokan secara keseluruhan di seluruh Perusahaan. Seluruh
kegiatan pelatihan yang dilakukan didokumentasikan menggunakan suatu
konsep catatan pelatihan standar untuk tujuan pengarsipan.

The Company regularly conducts due diligence management training for the
mineral supply chain, inviting internal trainers or external experts to deliver
training on the due diligence management system. Specialized training sessions
on supply chain due diligence, risk management, and related topics are
organized to enhance the overall supply chain due diligence management
capabilities across the Company. All training activities conducted are
documented using a standardized training record template for archiving
purposes.

WERETT R o MR R FE B, #E B I B A E ROT
RRFTREBEKANTY, 2HHENERAFTER, NREZEFHEXTANE
Y, RANA ETERBENBRAREEAT, FHATENENEHNEE E
YA KRR F
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Gambar: Partisipasi Perusahaan dalam Pelatihan Manajemen Rantai Pasokan
Figure: Company Participation in Supply Chain Due Diligence Management Training

BoR: n a5 54N R 5 g 2 55|

3.1.7 Sistem Retensi Catatan / Record Retention System / iCFARE A %

Di dalam Perusahaan, seluruh dokumen dan catatan yang berkaitan dengan uji
tuntas harus disimpan sekurang-kurangnya selama lima tahun, dan harus
digunakan, diklasifikasikan, diarsipkan, dan dipelihara dengan benar sesuai
dengan persyaratan Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan Sistem
Manajemen Uji Tuntas Rantai Pasokan Nikel.

Within the Company, all documents and records related to due diligence shall
be retained for at least five years, and shall be properly used, classified, filed,
and maintained in accordance with the requirements of the Nickel Supply Chain

Due Diligence Management System Document and Record Control Procedure.
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RIFRFZEF

3.2 Langkah 2: Identifikasi dan Penilaian Risiko / Step 2: Risk
Identification and Assessment | B — R KR 7| Fa PP f

3.2.1 Pendekatan Identifikasi Risiko / Risk Identification Approach / R &R
A 77 %

Perusahaan melakukan tinjauan tanda peringatan dan menetapkan "Prosedur
Identifikasi Wilayah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (CAHRAs)" untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan kegiatan penambangan,
pengolahan, dan ekspor. Berdasarkan temuan tinjauan tersebut, ruang lingkup
identifikasi risiko rantai pasokan ditentukan.

The Company conducts red flag reviews and establishes the "Conflict-Affected
and High-Risk Areas (CAHRAs) Identification Procedure" to identify and assess
risks associated with mining, processing, and export activities. Based on the
review findings, the scope of supply chain risk identification is determined.
NETFRERGETHEE, AFE (ZwRPming e X (CAHRAs) iR
RIBFY , XIPEK. Aol o eyte X et AT RAI fe it f, HREFE
26 R # I\t bk KU R A By 36 E
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Tabel 2: Tiga Kategori Tanda Peringatan
Table 2: Three Categories of Red Flags
®2: ZRETRT

Tanda peringatan
Lokasi asal dan
transit mineral

Red Flags
Locations of
mineral origin and
transit

P kR AT IR

WBLETNET

Mineral tersebut berasal dari wilayah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi;
The mineral originates from a conflict-affected and high-risk area;

FrExkaT “xaRPEfmEm AR RE" (CAHRAS) ;

Rute transportasi mineral tersebut melewati wilayah yang terdampak konflik dan
berisiko tinggi;

The transportation route of the mineral passes a conflict-affected and high-risk
area;

FEER LR A RYHAEARES” ;

Mineral tersebut diklaim berasal dari negara yang memiliki cadangan atau stok
yang diketahui terbatas, sumber daya yang mungkin ada terbatas, atau tingkat
produksi yang diperkirakan terbatas (yaitu, volume mineral yang dinyatakan dari
negara tersebut tidak sesuai dengan cadangan yang diketahui atau tingkat
produksi yang diperkirakan).

The mineral is claimed to originate from a country that has limited known
reserves or stocks, likely resources or expected production levels (i.e., the
declared volumes of mineral from that country are out of keeping with tis known
reserves or expected production levels)

TERFEANCHES. MEEEXTHEF K FAROER (RIEREX
HiZEWT g5 A g I A ACEARD

Mineral tersebut diklaim berasal dari negara yang secara aktual merupakan
negara dimana mineral tersebut diimpor dari wilayah yang terdampak konflik dan
berisiko tinggi;

The mineral is claimed to originate from a country which is actually a country
through which mineral from conflict-affected and high-risk areas;

FrERFEZRERE “ZwRPming e X" W iE,

Mineral tersebut diklaim berasal dari sumber daur ulang campuran dan telah
diproses di wilayah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi.

The mineral is claimed to originate from mixed recyclable sources and has been
processed in conflict-affected and high-risk areas.

JTERESANERRE, BA “Zwn XIS #17mT.

Tanda peringatan
dari pemasok
Supplier red flag
CITELE SR

Pemasok atau perusahaan hulu lainnya yang dikenal beroperasi di lokasi-lokasi
tanda peringatan yang disebutkan di atas, atau memiliki saham atau kepentingan
lain di pemasok dari lokasi-lokasi tanda peringatan yang disebutkan di atas;
Suppliers or other known upstream companies operate in above-mentioned red
flag locations, or have shareholder or other interests in suppliers from above
mentioned red flag locations,
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HEEHALM LSV ELA LR ETETHHRITREEETE, (£ LR
ﬂ@[ HEBHRER, REZFENEXFR;

Pemasok atau perusahaan hulu lainnya diketahui telah memperoleh mineral dari
lokasi asal dan transit yang bertanda merah dalam 12 bulan terakhir.

Suppliers or other upstream companies are known to have sourced mineral from
a red flag location of origin and transit in the last 12 months.

Rt FREM EESVAERLETZAAAGERNETH R A
Rt T

Tanda peringatan
situasional
Circumstantial red
flag
R T %
N

Anomali atau keadaan yang tidak biasa diidentifikasi melalui informasi yang
dikumpulkan yang menimbulkan kecurigaan yang beralasan bahwa mineral
tersebut dapat berkontribusi pada konflik atau penyalahgunaan serius lainnya
yang terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan mineral;

Anomalies or unusual circumstances are identified through the information
collected which give rise to a reasonable suspicion that mineral may contribute
to conflict or other serious abuses associated with mineral relevant activities;

K EERRANFEERL, AW =H WG =GR 7 B Kw R H
R A| AT A 5

Tidak dapat mengidentifikasi lokasi asal dan perjalanan mineral tersebut.
Not be able to identify the mineral's location of origin and transit.

TEA Y =R E e 2 ENER.

Setelah mengidentifikasi tanda-tanda peringatan selama proses peninjauan

tanda-tanda peringatan, Perusahaan akan melakukan penilaian langsung di

lapangan terhadap rantai pasokan yang relevan dan memulai manajemen uji

tuntas yang lebih ketat.

Upon identification of red flags during the red flag review process, the

Company shall conduct an on-the-ground assessment of the relevant supply

chain and initiate enhanced due diligence management.
—BEETETHFEARFRIANETRET, A FxH 4R e L IRE
AT E R, TTREBUMBIR T EE,
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Meskipun belum ada tanda peringatan yang muncul dalam rantai pasokan saat
ini, Perusahaan telah menetapkan Prosedur Identifikasi Tanda Peringatan dan
Penilaian Risiko untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi perubahan
rantai pasokan. Jika modifikasi rantai pasokan di masa depan memerlukan suatu
penilaian di lapangan, Perusahaan akan merujuk pada Panduan Uji Tuntas
OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah
Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi: Panduan untuk Perusahaan Hulu
untuk melakukan penilaian tersebut.

Although no red flags have been triggered in the current supply chain, the
Company has established the Red Flag ldentification and Risk Assessment
Procedure to prepare for potential supply chain changes. Should future supply
chain modifications necessitate an on-the-ground assessment, the Company will
refer to the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Guidance for Upstream
Companies to conduct the assessment.

NE BRI BN EF AR E TGS, EARN TR MR A, 2 E
T AETESRANGNRIFERTFY , — B RENELXETMNFET
REMFRE, NEKHS#% (OECD 458 : Lipdl N iPfkss) FRX
L 2 I
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3.2.2 Hasil Identifikasi Risiko / Risk Identification Results | X [&1Ffk 4 F
Perusahaan, dengan mengacu pada Konsep Penilaian Tanda Peringatan LME,
menyusun dan menyelesaikan Catatan Penilaian Tanda Peringatan Rantai
Pasokan, dan melakukan peninjauan pustaka dan penilaian risiko rantai
pasokannya selama periode pelaporan. Berdasarkan penilaian tersebut, tidak
ditemukan tanda-tanda peringatan.

The Company, with reference to the LME Red Flag Assessment Template,
prepared and completed the Supply Chain Red Flag Assessment Record, and
conducted desktop review and risk assessment of its supply chain during the
reporting period. Based on the assessment, no warning signs were identified.
NE 5% LME A T EER, Kt 2R T (HuastEdrEFF4E10
x), MBREHAHERNETET REREMNGIFE. 29764, KxIAA

RERETHER

Tabel 3: Bahan Referensi untuk Penilaian Risiko
Table 3: Reference Materials for Risk Assessment
7 3: N T A5 o B o TR
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Daftar Wilayah Wilayah Yang Terkena Dampak dan Berisiko Tinggi (CAHRA) Uni

Eropa / EU List of Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRAs) / B ¥ % v R &

v ot g X 3t [X 3

https://www.cahraslist.net/cahras

Pasal 1502 dari Undang-Undang Dodd-Frank / Section 1502 of the Dodd-Frank Act/
(FE-HZTEE) B 1502 4

https://secsearch.sec.gov/search?query=adjoining+country&utf8=%3F &affiliate=secsearc

h

Institut Heidelberg untuk Penelitian Konflik Internasional (HIIK) 'Barometer

Konflik" / Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK) "Conflict

Barometer" / &fE & E R R KB “HREWKR” -

https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en

"Indikantor Tata Kelola Global" (WGI) Bank Dunia / World Bank '"Worldwide

Governance Indicators” (WGI) / R 4E AT “HFRIEELEK” .

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations

Human Development Index (HDI) / Bx & E AKX K EHREK:

https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN

WMI telah menerapkan prosedur Kenali Pemasok Anda (KYS) yang

mensyaratkan pemasok yang telah ada maupun calon pemasok untuk

memberikan informasi komprehensif termasuk rincian dari Perusahaan, para

pemilik manfaat akhir, negara asal mineral, dan potensi keterkaitan dengan area

berisiko tinggi. Pengumpulan dan verifikasi data KYS memfasilitasi identifikasi

potensi risiko terkait kepatuhan, hak asasi manusia, atau asal usul, yang

berfungsi sebagai dasar untuk penilaian risiko dan manajemen klasifikasi

selanjutnya. Perusahaan mewajibkan pemasok untuk mengisi kuesioner KYS

secara menyeluruh. Dalam hal pengajuan yang tidak lengkap, pemasok

disyaratkan untuk memberikan informasi tambahan. Pemasok yang gagal untuk
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memberikan informasi lengkap setelah tiga permintaan berturut-turut akan
diteruskan ke manajemen senior untuk tindakan lebih lanjut. Selama periode
pelaporan ini, tidak ada tanda peringatan yang relevan dengan dokumentasi
KYS yang teridentifikasi.

WMI has implemented a Know Your Supplier (KYS) procedure that requires
both existing and potential suppliers to provide comprehensive information
including Company details, ultimate beneficial owners, countries of mineral
origin, and potential connections to high-risk areas. The collection and
verification of KYS data facilitates the identification of potential compliance,
human rights, or origin-related risks, serving as the foundation for subsequent
risk assessment and classification management. The Company mandates
suppliers to complete KYS questionnaires thoroughly. In cases of incomplete
submissions, suppliers are required to provide supplementary information.
Suppliers that fail to provide complete information after three consecutive
requests will be escalated to senior management for further action. During this

reporting period, no red flags relevant to KYS documentation were identified.

SGle BT M EAE (KYS) £F, EXIAMEEHNFRME
AFENEAEAGERE. REAZIAAA. BEAXREEREETYW K E AR X3
¥ E. KYSHWERESRIEFETRABESN. ARKFHAR, A5
SR o i A o KB B 4R UK B o A B] B ORBE T $R B T E BY KYS [ %,
WRAZREN N R ERBENARLETE; EL-RERHIUERG TE
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BREMW, MARABELRATHARER, EAMEHE, TFRISGHR
R KYS A KW ETET,

Perusahaan secara sistematis mencocokkan seluruh informasi yang dikumpulkan
dengan penetapan CAHRA, kuesioner KYS, daftar sanksi, persyaratan hukum
setempat, dan standar pengadaan internal untuk mengidentifikasi secara
komprehensif potensi risiko di seluruh rantai pasokan. Proses verifikasi yang
ketat ini memastikan penilaian dan manajemen risiko yang menyeluruh.

The Company systematically cross-references all collected information against
CAHRAs designations, KYS questionnaires, sanctions lists, local legal
requirements, and internal procurement standards to comprehensively identify
potential risks throughout the supply chain. This rigorous verification process
ensures thorough risk assessment and management.

~E| X B CAHRAs. KYS [F &, ®BFE., YHEEmAHXEERTE
Frix £ mE &, TR A R 5 o o BT KU

3.3 Langkah 3 Merancang & Menerapkan Strategi untuk Menanggapi
Risiko / Step 3 Design & Implement Strategy to Respond to Risks / 3% B =
BV I 52 B X R By SR

3.3.1 Pencegahan Risiko / Risk Prevention / R & TR 7

WMI telah menetapkan suatu prinsip "pencegahan risiko terlebih dahulu", yang

tercermin dalam langkah-langkah pengendalian internal yang komprehensif.
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Langkah-langkah ini mencakup serangkaian prosedur pengendalian, seperti
Prosedur Pengelolaan Larangan Kerja Paksa, Prosedur Pengendalian Larangan
Pekerja Anak dan Remediasi, dan Proses Identifikasi Kelompok Bersenjata
Non-Negara dan Para Pihak Terkait, antara lain. Prosedur-prosedur ini
membantu departemen-departemen di dalam Perusahaan dalam implementasi
dan pelaksanaan konkret manajemen uji tuntas rantai pasokan mineral.

WMI has established a "risk prevention first" principle, which is reflected in
comprehensive internal control measures. These measures include a series of
control procedures, such as the Prohibition of Forced Labor Management
Procedure, the Prohibition of Child Labor and Remediation Control Procedure,
and the Identification Process for Non-State Armed Groups and Related Parties,
among others. These procedures assist Company departments in the concrete
implementation and execution of mineral supply chain due diligence
management.

ZeleBELT “RNEHBEAE” WwEMN, Z—-RUEAELTHNAERE
L. NE#HKEGEE —RIEREF, flin (BLEABRETIEE
BF) (BEEAZEIANKERMEF) (FEXRKANERL XK TN
RATE) %, HELAHTEERLHAPATT ~HEERTEE,

3.3.2 Pendekatan Respons Risiko / Risk Response Approach / R & b 3¢ 77 &
Tidak ada risiko atau insiden yang teridentifikasi selama periode pelaporan.

Dalam proses produksi dan operasi aktual, jika ada potensi risiko rantai pasokan
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yang teridentifikasi, Perusahaan akan melakukan investigasi faktual dan
menyerahkan hasil investigasi kepada Komite Manajemen Uji Tuntas Rantai
Pasokan dan manajemen senior. Sesuai dengan Prosedur Manajemen Risiko
Rantai Pasokan, Perusahaan akan memulai langkah-langkah mitigasi risiko,
memperjelas jalur respons, mengalokasikan tanggung jawab, dan menetapkan
tenggat waktu penyelesaian, sehingga memastikan penutupan respons risiko dan
tindak lanjut tindakan korektif.

No risks or incidents were identified during the reporting period. In the course
of actual production and operations, if any potential supply chain risk is
identified, the Company will conduct a factual investigation and submit the
investigation results to the Supply Chain Due Diligence Management Committee
and senior management. In accordance with the Supply Chain Risk
Management Procedure, the Company will initiate risk mitigation measures,
clarify the response pathway, allocate responsibilities, and set completion
timelines, so as to ensure closure risk response and follow-up on corrective
actions.

REMARRA HEMREKES, EXFEFZEIRESY, 1— BRA
HEEftmENR, AR RELRE, FHAEERERM
RABBEZR2RBREEE. nElfKRE (RREEEF) BEaNRE
B, ARAXERRE, REL T T AR, 3K e & & KR

i
s

Tabel 4: Strategi Mitigasi Risiko
Table 4: Risk Mitigation Strategies
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x4 PSR g

1. Melanjutkan perdagangan selama upaya mitigasi risiko utama berlangsung /
Continuing trade throughout the course of major risk mitigation efforts / £ %
REARNGHREFREXZ;

2. Menghentikan sementara perdagangan sambil melakukan mitigasi risiko
besar yang sedang berlangsung / Temporarily suspending trade while pursuing

ongoing major risk mitigation / EHZEZREANBH R B FHH FILRF;
3. Mengakhiri hubungan dengan pemasok jika tindakan mitigasi gagal atau
mitigasi tampaknya tidak layak atau tidak dapat diterima / Disengaging with
a supplier in cases where mitigation measures fail or mitigation appears not

feasible or unacceptable / IR ZERGWT /1 KK, BALIAATEZRBER
K, ZIRARTEEZ, NELMERTNEEXR.

Atas dasar ini, Perusahaan, sesuai dengan Prosedur Manajemen Rencana
Manajemen Risiko Rantai Pasokan, akan mengembangkan, menyetujui, dan
menerapkan suatu Rencana Manajemen Risiko, serta melakukan verifikasi dan
tindak lanjut berkala terhadap kemajuan dan efektivitas langkah-langkah
mitigasi risiko. Jika terjadi perubahan signifikan dalam situasi risiko atau
munculnya informasi baru, kami akan segera merevisi dan meningkatkan
pendekatan manajemen risiko, serta melanjutkan pemantauan risiko dan
penilaian tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa risiko
dikendalikan dan dimitigasi secara efektif. Pada saat yang sama, Perusahaan
akan terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan
rantai pasokan yang relevan untuk bersama-sama mempromosikan implementasi
dan efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko.

On this basis, the Company will, in accordance with the Supply Chain Risk

Management Plan Management Procedure, develop, approve, and implement a
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Risk Management Plan, and conduct periodic verification and follow-up on the
progress and effectiveness of the risk mitigation measures. If there are
significant changes in the risk situation or new information emerges, we will
promptly revise and improve the risk management approach, and continue risk
monitoring and any necessary supplementary assessments to ensure that risks
are effectively controlled and mitigated. At the same time, the Company will
continue to communicate and collaborate with relevant supply chain
stakeholders to jointly promote the implementation and effectiveness of risk
mitigation measures.

il Ea b, AEERE (NRERZTXNEERF) fle. mHrEm (X
feEEItx) , FRHMNNREBERIPATHEMTRERTZES R
B mRREEREEARANBEIAHFECL, REABEAREITEE N
EHEFE, Frsgt RARENRSEWAT TS, #AERNREEARE
AR E A R, B RRES S B AR KA s AR K 7 R R A S 1R,
3 [ 48 2 XU A 48 7 95 0 F BUAS SE 4K

3.4 Langkah 4 Audit Pihak Ketiga Independen / Step 4 Independent
Third-Party Audit| SR F R = 5T

Kami sangat mementingkan setiap audit dan penilaian, secara sistematis
mengidentifikasi masalah dan titik risiko, mengembangkan rencana tindakan
korektif, dan memantau dampak implementasi untuk meningkatkan kinerja uji

tuntas rantai pasokan.
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We attach high importance to every audit and assessment, systematically
identifying issues and risk points, developing corrective action plans, and
monitoring implementation effects to enhance supply chain due diligence
performance.

BIBEENGE TR TAE, RERARMRR R, fl7RHETLFE

BEANE, BB R TSN R,

Perusahaan telah menjalani dan lulus audit eksternal yang dilakukan oleh Arche
Advisors pada Juni 2025. Laporan ringkasan audit telah dipublikasikan di situs
web Responsible Minerals Initiative (RMI). Sementara itu, Perusahaan secara
aktif mempersiapkan siklus audit Proses Penjaminan Mineral Yang Bertanggung
Jawab (RMAP) untuk Tahun 2026. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk
memenuhi persyaratan uji tuntas untuk rantai pasokan mineral dan memenuhi
harapan pemangku kepentingan terkait kepatuhan dan transparansi.

The Company has underwent and passed an external audit conducted by Arche
Advisors in June 2025. The audit summary report has been publicly disclosed on
the Responsible Minerals Initiative (RMI) website. Meanwhile, the Company is
actively preparing for the 2026 Responsible Minerals Assurance Process
(RMAP) audit. This demonstrates our commitment to meeting due diligence
requirements for mineral supply chains and fulfilling stakeholder expectations

for compliance and transparency.
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3.5 Langkah 5 Melaporkan Uji Tuntas Rantai Pasokan Setiap Tahun / Step
5 Report Annually on Supply Chain Due Diligence / 3 B H 4 E fE 51
BRARTEERE

Menerbitkan suatu Laporan Uji Tuntas Rantai Pasokan merupakan cara efektif

untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan dengan para

pemangku kepentingan. Perusahaan secara berkala memperbarui dan
mempublikasikan laporan tentang upaya uji tuntasnya, dengan Laporan Uji

Tuntas Rantai Pasokan tahunan yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang

relevan. Kami menyambut masukan dan saran dari seluruh sektor mengenai

praktik uji tuntas rantai pasokan kami.

Publishing a Supply Chain Due Diligence Report serves as an effective means to

enhance understanding and build trust with stakeholders. The Company

regularly updates and publicly discloses reports on its due diligence efforts, with
the annual Supply Chain Due Diligence Report accessible to all relevant parties.

We sincerely welcome feedback and suggestions from all sectors regarding our

supply chain due diligence practices.
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Laporan ini dipimpin oleh Kantor Bersama untuk Uji Tuntas Rantai Pasokan,
dengan partisipasi dari berbagai unit bisnis dalam penyusunannya. Garis besar
laporan, isi, dan materi pendukung ditentukan dan dikumpulkan bersama oleh
departemen manajemen dan operasional. Keterlibatan berbagai departemen
memainkan suatu peran penting dalam memastikan materialitas, efektivitas, dan
kredibilitas laporan kemajuan kepatuhan.

The report is led by the Joint Olffice for Supply Chain Due Diligence, with
participation from various business units in its preparation. The report outline,
content, and supporting materials are jointly determined and collected by
management and operational departments. Multi-departmental involvement
plays a critical role in ensuring the materiality, effectiveness, and credibility of
the compliance progress report.
REFENERATERReDANEEX, ML EHTEE5HEARF, K
EAN. AE. R mERR ML FHITHEAATSIKE, £H]]
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A .
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Sesuai dengan Proses Penjaminan Mineral Yang Bertanggung Jawab (RMAP)
dan mengacu pada Panduan Uji Tuntas OECD, laporan ini berfokus pada
pengembangan dan implementasi praktis sistem manajemen uji tuntas
Perusahaan, yang bertujuan untuk mendorong transparansi yang diperlukan dan
meningkatkan visibilitas rantai pasokan.

In accordance with the Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) and
referencing the OECD Due Diligence Guidance, the report focuses on the
Company’s due diligence management system development and practical
implementation, aiming to promote necessary transparency and improve supply
chain visibility.
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Tanggal Publikasi 11 Mei 2026
Publication Date May 11, 2026
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